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ABSTRAK 

Salah satu tujuan dari penyusunan Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Sintang 2006 - 2016 adalah dalam rangka memberikan pedoman 
teknis pemanfaatan ruang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pendanaan, 
aspek hukum dan peraturan. Guna mewujudkan tujuan pengembangan wilayah 
tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengeluarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataaan Pedagang 
Kaki Lima di Kabupaten Sintang. 

Dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di 
Kecamatan Sintang, di pengaruhi o\eh empat faktor yaitu faktor komunikasi, 
sumber daya, disposisi atau sikap Aparatur dan struktur birokrasi. Faktor 
komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan Surnber daya manusia merupakan 
faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di 
Kecamatan Sintang, sedangkan faktor sumber daya peralatan dan anggaran 
merupakan faktor penghambat dalam dalam implementasi kebijakan penataan 
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
implernntasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 
belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 T ahun 2011. 

Kata Kunci : lmplementasi, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL) 
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ABSTRACT 

The purpose of the spatial plan (RTRW) of Sintang regency in 2006-2016 
it to give a technical guide of land use for social economic society activitises, 
fund, low aspect and regulation. In order to achieve the goal of development area, 
the region government of Sintang issued a region regulation of Sintang regency 
number 9 of 20011 about structuring of street vendors in Sintang. 

In implementation of structuring policy of street vendors in Sintang 
regency, influence by four factors such as communication, resource, disposition, 
or apparatus attitude and structure os bureaucracy . The factors of communication, 
disposition, structure of bureaucracy and human resource are supporting factors in 
implementation of structuring policy of street vendors in Sintang regency, mean 
while, equipment resource and estimate put as an abstacle in implementation of 
structuring policy of street vendors in Sintang regency. It can be said that the 
implementation of structuring policy of street vendors in Sintang regency can not 
be conducted in appro priately as a region regulation number 9 of 2011. 

Keyword: implementation, structuring, street vendors (PKL) 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitiaan 

4.1.1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi 

Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya 

Sintang, terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 

110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Secara geografis batas 

administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi 

dan Negara Lain, yaitu : 

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan 

Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang. 

3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau. 

Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan 

wilayah perbukitan yaitu ± 62, 7 4 %, sisanya merupakan daerah dataran rendah, 

rawa dan atau tergenang musiman, dengan ketinggian di atas permukaan laut 

antara 50 - 2.278 meter. Pada daerah dataran rendah, kondisi air tanah (air 

permukaan) cukup melimpah namun air tersebut urnumnya tidak layak untuk 

dikonsumsi karena kandungan zat besi (Fe) cukup tinggi. 

33 
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Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol 

seluas 1.016.606 hektar ( 46, 99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik 

seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan 

jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). 

Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup 

tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di 

daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan 

sebanyak 17 hari perbulan. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 

26,60°C sampai dengan 27,40°C. Temperatur udara terendah sebesar 22,60°C dan 

temperatur udara tertinggi mencapai 33, 10°C. 

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas 

dan Sungai Melawi, serta dua sungai sedang, yaitu Sungai Ketungau anak dari 

Sungai Kapuas dan Sungai Kayan anak dari Sungai Melawi. Kabupaten Sintang 

merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi 

Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Luas 

Kabupaten Sintang adalah 21.635 KM2
, yang terdiri dari 14 Kecamatan, 6 

Kelurahan dan 281 Desa. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai luas 

wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada tabel 4.1. 

berikut ini : 
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NO 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

Tabel 4.3. Luas Wilayah Kabupaten Sintang dilihat dari 
Per-Kecamatan Tahun 2014 
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Narna Kecamatan 
Jumlah Kelurahan Luas Wilayah 

/Desa (Ha) 
Serawai 24 212.750 
Ambalau 13 638.640 
Kayan Hulu 29 93.750 
Sepauk 33 182.570 
Tempunak 24 102.700 
Sungai Tebelian 21 52.650 
Sintang 29 27.705 
Dedai 20 69.410 

Kayan Hilir 26 113.670 
Kelam Permai 16 52.380 
Binjai Hulu 11 30.765 
Ketungau Hilir 17 154.450 
Ketungau Tengah 20 218.240 
Ketungau Hulu 18 213.820 

Jumlah 301 2.163.500 

Sumber: BPS Sintang, Tahun 2016 

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang tahun 2012 berdasarkan data pada 

Kabupaten Sintang Dalarn Angka (KDA 2013) sebanyak 337.190 jiwa, yang 

terdiri dari 194.855 jiwa laki-laki dan 182.335 jiwa perempuan. Rata-rata 

jumlah penduduk per Desa/Kelurahan sebanyak 1.314 jiwa dangan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,69 persen per tahun periode 2010-2012. 

Penduduk ini tersebar di 14 Kecarnatan yang terdapat di Kabupaten Sintang, 

narnun persebarannya tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak berada di 

Kecamatan Sintang yaitu sebanyak 63.556 jiwa. Untuk mengetahui secara lebih 

jelas mengenai jumlah penduduk yang terdapat di setiap kecarnatan pada 

kabupaten sintang dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
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NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Tabel 4.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Per-Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2012 

Jenis Kelamin 
Nama Kecamatan 

Laki-Laki Perempuan 

Serawai 11.517 10.907 
Ambalau 6.736 6.343 
Kayan Hulu 11.254 11.072 
Sepauk 24.935 23.040 
Tempunak 14.459 13.136 
Sungai Tebelian 15.593 14.302 
Sintang 32.325 31.241 
Dedai 14.599 13.646 
Kayan Hilir 13.022 11.933 
Kelam Permai 8.050 7.568 
Binjai Hulu 6.098 5.648 
Ketungau Hilir 10.939 10.157 
Ketungau Tengah 14.669 13.635 
Ketungau Hulu 10.659 9.707 

Jumlah 194.855 182.335 
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Jumlah 

22.424 
13.079 
22.326 
47.975 
27.595 
29.895 
63.566 
28.245 
24.955 
15.618 
11.746 
21.096 
28.304 
20.366 

377.190 
Sumber: Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2016. 

Dari tabel 4.4, tersebut di atas dapat dikatakan secara keseluruhan 

penduduk Kabupaten Sintang yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan (sex ratio 107) 

dan kondisi ini terdapat di setiap kecamatan. 

Kecamatan Sintang merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang terdapat 

di Kabupaten Sintang. Kecamatan Sintang merupakan satu-satunya kecamatan 

yang terletak pada posisi strategis, hal ini dikarenakan ibu kota Kecamatan 

Sintang merupakan ibukota Kabupaten Sintang yang secara geografis terletak di 

antara o0 091 
- o0oi1 derajad Lintang Utara dan 111°21 1

- 111°361 derajad Bujur 
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Timur. Secara Administratif, batas wilayah Kecamatan Sintang adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu clan berbatasan 

dengan Kecamatan Kelam Permai 

2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian 

3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dedai 

4. Sebelah Barat : berbatasan denagan Kecamatan Tempunak 

Kecamatan Sintang memiliki luas wilayah sebesar 277,05 Km2 atau 

sebesar 1,28 % dari luas Kabupaten Sintang. Seluruh wilayah Kecamatan Sintang 

berdasarkan data yang terdapat pada BPS Kabupaten Sintang Tahun 2015 

diketahui bahwa jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Sintang adalah berjenis 

aluvial dan tidak memiliki daerah perbukitan . 

Dari Kecamatan Sintang tersebut terbagi kedalam luas Kelurahan dan 

Desa yang terdapat di Kecamatan Sintang. Kecamatan Sintang terdiri dari 10 

(sepuluh) Kelurahan, 19 (sembilan betas) Desa, 26 Dusun, 208 RT dan 51 RW. 

Untuk mengetahui secara rinci mengenai nama Kelurahan, Desa clan Dusun yang 

terdapat di Kecamatan Sintang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5. Narna Kelurahan/Desa dan Dusun yang terdapat di Kecarnatan Sintang 
Tahun 2015 

No 
Narna 

Narna Dusun 
Jumlah 

Kelurahan/Desa Dusun 
1. Tanjungpuri Seroja, Akcaya, Parit Emas dan Jerora 4 Dusun 
2. Ladang Manggak dan Pesiran 2 Dusun 
3. Kapuas Kanan Hulu Sungai Durian dan Sengkuang 2 Dusun 
4. Kapuas Kanan Hilir Masuka dan Mengkurai 2 Dusun 
5. Kapuas Kiri Hilir Pulau Perigi dan Batu Lalau 2 Dusun 
6. Kapuas Kiri Hulu Menyumbung dan Sun~i Ulak 2 Dusun 
7. Baning Kota Baning Hilir, Baning Tegah, Baning Hulu 

dan Nenak 4 Dusun 
8. Mungguk Bantuk Batu Kekap,Tebing Tinggi dan Sejangkung 

3 Dusun 
9. Tertung Prabu Jaya, Lalang, Penyaguk l, Penyaguk 2 4 Dusun 
IO. Teluk Kelansam Teluk Keramat, Tanjung Mulia, Mangkuk 4 Dusun 

Natai dan Sungai Ringin 
l l. Sungai Ana - -
12. Marti Guna - -
13. Tanjung Kelansam - -
14. Anggah Jaya Marti guna, Mangkuk mata dan Sungai 3 Dusun 

Ringin 
15. Lalang Baru - -
16. Tebing Raya Beringin Jaya dan Tebing tinggi 2 Dusun 

17. Mail Jampong Sejuntlung, Jeruit Baru dan Lubuk Batu 3 Dusun 
18. Jerora Satu Lebak Nangka, Serabu,T. Sirih, Pekau dan 5 Dusun 

Tongkang 
19. Kebiau Baru - -

20. Akcaya - -
21. Alai - -

22. UlakJaya - -
23. Menyumbung Tengah - -

24. Batu Lalau - -
25. Mekar Jaya - -
26. Sengkuang - -
27. RawaMambok - -
28. Mengkurai - -
29. Kedabang - -

Jumlah 29 Dusun 

Sumber: BPS Kabupaten Sintang tahun 2015 

Dari tabel 4.5, di atas, dapat dikethui bahwa sebaran Dusun yang terdapat 

pada Kelurahan dan Desa yang berada pada wilayah Kecamatan Sintang belum 

merata, dimana masih terdapat Kelurahan atau Desa yang hanya memiliki 2 (dua) 
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Dusun seperti yang terdapat pada Kelurahan/Desa Ladang, Kapuas Kanan Hulu, 

Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu. Sementara pada 

Kelurahan/Desa Monggok Bantok terdapat 3 (tiga) Dusun, dan Kelurahan/Desa 

Tertong, Tanjungpuri, Baning Kota dan Telok Kelansam memiliki 4 (empat) 

Dusun. 

4.1.2. Kondisi Demograf'is 

Penduduk Kecamatan Sintang pada tahun 2013 berjumlah 65.939 jiwa 

yang terdiri dari laki-laki 33.464 jiwa dan perempuan 32.475 jiwa. Mengenai 

penduduk Kecamatan Sintang berdasarkan jenis kelamin dan sebaran pada 

Kelurahan/Desa dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin 
Di Kecamatan Sintang Pada Tahun 2014 

No. KelurahanfDesa 
lenis Kelamln 

Jumlah Laki-Laki Peremouan 
1. Tanjun.imuri 5.434 4.954 10.388 
2. Ladane 1.059 2.005 3.064 
3. Kapuas Kanan Hutu 5.070 5.031 10.101 
4. Kapuas Kanan Hilir 2.242 1.949 4.191 
5. Kapuas Kiri Hilir 492 449 941 
6. Kapuas Kiri Hutu 662 681 1.343 
7. BaningKota 3.961 3.436 7.397 
8. Muneeuk Bantuk 283 236 519 
9. Tertung 479 420 899 
10. Teluk Ketansam 305 295 600 
11. SungaiAna 1.815 1.767 3.582 
12. MartiGuna 720 603 1.323 
13. Tanjung Ketansam 231 228 459 
14. Am~irah lava 316 271 587 
15. L:!tang Baru 236 209 445 
16. TebingRaya 200 189 389 
17. Mail lamoonl! 117 131 248 
18. Jerora Satu 585 482 1.067 
19. Kebiau Baru 213 231 444 
20. Akcava 107 202 309 
21. Alai 1.463 1.557 3.020 
22. Ulaklava 884 875 1.759 
23. Menvumbung Tengah 799 831 1.630 
24. BatuLalau 138 117 255 
25. Mekarlava 619 554 1.173 
26. Senvlruang 1.347 1.284 2.631 
27. RawaMambok 1.276 1.139 2.415 
28. Mengkurai 1.327 1.354 2.681 
29. Kedabane 1.084 995 2.079 

Jumlah 27.009 26.142 53.151 

Sumber: Kecamatan dalam Angka, BPS Kabupaten Sintang Tahun 2014 

42235.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian 

4.2.1. Komunikasi (Communication) 

40 

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 

merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kabupaten Sintang. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan subyek penelitian, kebijakan penataan pedagang kaki 

lima di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka untuk 

mewujudkan kota sintang yang tertib, bersih, am.an dan nyaman sesuai dengan 

rencana Tata Ruang Kabupaten Sintang .. 

Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang melalui 

instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap pedagang 

kaki lima di kota Sintang. Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan 

Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten 

Sintang, diperoleh informasi bahwa keijakan yang telah di ambil oleh Pemerintah 

Kabupaten Sintang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 

meliputi kegiatan: 

1. Pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima: 

2. melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dengan tentang aturan 

dengan arti penting ketertiban dan keamanan; 

3. melakukan penertiban dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima; 

4. melakukan pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima; 

5. pelakukan pembongkaran terhadap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukan, proses kegiatan penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang meliputi beberapa tahapan. Tahapan 

pertama, yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan 

mengoptimalkan komunikasi, tahapan kedua, Kegiatan pemebinaan terhadap 

Pedagang Kaki Lima, dan tahapan ketiga, adalah tindakan tegas berupa 

pembongkaran tempat usaha Pedagang Kaki Lima. 

Pelaksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan 

sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pengeloalaan Pedagang Kaki Lima dan 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang kepada para PKL yang terdapat di 

Kecamatan Sintang. Menurut Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM 

dan Koperasi Kabupaten Sintang, kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki 

Lima yang merupakan target group adalah merupakan suatu kegaiatan yang hams 

dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sintang dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian kepada para 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

Selanjutnya Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan 

Koperasi Kabupaten Sintang mengatakan, kegiatan sosialisasi peraturan 

perundang-ungangan yang berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima 

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi 

Kabupaten Sintang yang berkerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian 

Hukum Setda Sintang, Sappol PP Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kecamatan 

Sintang. Pelaksanaaan Sosialisasi dilakukan dalam dua bentuk: pertarna, 
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penyebaran informasi melalui media massa seperti koran dan radio dan media 

lainya seperti spanduk dan lain -lain; dan kedua, dilakukan dengan cara 

melakukan penyuluhan langsung kepada Pedagang Kaki Lima. 

Hasil wawancara dengan Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM 

dan Koperasi Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa tempat sosialisasi yang 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten 

Sintang terhadap Pedagang Kalci Lima dilaksanakan dibeberapa tempat, khusus 

sosialisasi dalarn bentuk penyuluhan dilaksanakan dengen bebeberapa cara: 

pertarna, mendatangi secara langgsung PKL tersebut secara satu persatu denagn 

menyarnpaikan peraturan perundang-ungdangan yang ada; kedua, dengan 

mengumpulkan para PKL pada tempat yang telah di tentukan seperti pasar 

junujung buih dan pasar masuka. 

Menurut Kepala Satpol PP Kabuppaten Sintang, kegiatan komunikasi 

1uga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalarn bentuk 

pembinaaan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pendekatan secara 

persuasif agar Pedagang Kalci Lima secara sadar atau suka rela mau mentaati 

kebijakan yang telah diarnbil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Apabila 

pendekatan sesara persuasif tidak dapat dijalankan, maka upaya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sintang dalarn penataan Pedagang Kaki Lima di Kecarnatan 

Sintang adalah dengan kegiatan yang secara lebih represif berupa tindakan tegas 

pem bongkaran bangunan atau tempat usaha Pedagang Kaki Lima tentunya 

didasarkan atas dasar ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 
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Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang mengatakan, upaya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Sintang, terutama berkaitan dengan pembongkaran bangunan atau tempat tinggal 

pedagang kaki lirna didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 30 

Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Usaha Pedagang yang di tindak lanjuti 

Dengan Surat Bupati Sintang Nomor 510/296/Disperindag/2007 Perihal 

Penertiban Tempat Usaha dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten 

Sintang dan Surat Bupati Sintang Nomor 510/324/Disperindag/2007 perihal 

pemberitahuan ke - 2 Penertiban Tempat Usaha. 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang, menurut Kepala Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, belum bisa dilaksanakan 

secara efektif, terutama berkaitan dengan kebijakan pembongkaran bangunan 

tempat usaha Pedagang Kaki Lima dan upaya untuk memindahkan tempat usaha 

Pedagang Kaki Lima ke tempat yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang. Belum efektifnya kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga sesuai dengan 

observasi peneliti terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya di 

tempat-tempat yang dilarang oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Sintang, seperti 

yang terlihat dikawasan Pasar Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepala Satpol PP Kabupaten 

Sintang, diketahui bahwa tidak efektifnya penataan Pedagang Kaki Lima yang 

dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dikarenakan : Pertama, aktivitas 
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Pedagang Kaki Lima dilakukan di Kecamatan Sintang sudah dilakukan dalam 

kurun waktu yang lama; kedua, jumlah Pedagang Kaki Lima yang terdapat di 

Kecamatan Sintang jumlahnya sudah banyak dan selalu bertambah dari waktu 

kewaktu, sementara lokasi tempat usaha yang terbatas; dan Ketiga, tempat usaha 

yang dijadikan lokasi alternatif untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima 

berusaha di situ kurang strategis, sehingga para Pedagang Kaki Lima menolak 

untuk dipindahkan kelokasi yang suadah disediakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang tersebut. 

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang peneliti lakukan berkaitan 

dengan strategi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 

dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang 

Kaki Lima di Kecamatan Sintang dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya 

strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam 

penataan Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari keberadaan Pedagang Kaki Lima 

yang masih melakukan aktivitas usahanya di tempat-tempat yang dilarang oleh 

Pemerintah Kabupaten Sintang. 

Komunikasi yang baik akan memberikan informasi yang baik, ini akan 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena pelaksanaan koordinasi 

dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Kalau informasi yang menjadi 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kurang baik. Maka basil 

keputusanpun akan berdampak kurang baik pula, demikian pula sebaliknya. Jadi 

dengan adanya komunikasi ini diharapkan akan lebih memberikan nilai bobot dari 

hasil keputusan yang dihasilkan. 
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Komunikasi merupakan dasar bagi semua interaksi manusia, tennasuk di 

dalamnya implementasi kebijakan. Oleh sebab itu komunikasi mempunyai peran 

dominan dalam kehidupan manusia. Hasan (2005:22) fungsi komunikasi adalah : 

"I) mencapai pengertian satu sama lain, 2) membina kepercayaan, 3) 

mengkoordinir tindakan, 4) merencanakan strategi, 5) melakukan pembagian 

kerja, 6) melakukan aktivitas kelompok, dan 7) berbagi rasa". Dengan demikian 

dapat dikatakan memberikan kemudahan, kelancaran dan keteraturan dalam 

rangka implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Sintang. Manakala komunikasi ini memberikan informasi yang akurat, lengkap 

dan mudah dipahami. Namun dilain pihak komunikasi ini juga menjadi faktor 

penghambat dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di 

Kecamatan Sintang, manakala komunikasi ini kurang didukung oleh suatu 

informasi yang tepat dan relevan dalam rangka implementasi kebijakan. 

Dari basil penelitian diketahui bahawa dalam implementasi kebijakan 

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang, Pemerintah Daerah 

Kabupeten Sintang telah melakukan dua bentuk komunikasi kepada PKL. Bentuk 

pertama adalah komunikasi yang bersifat persuasif yang dilakukan dengan 

kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan bentuk kedua 

komunikasi yang dilakukan secara represif yang menggunakan pola-pola aksi 

seperti pembongkaran lapak atau kios para Pedagang Kaki Lima yang beraktifitas 

di lokasi yang dilarang Pemerintah Daerah Kabupeten Sintang. 

Dari basil penelitian tersebut, jika di hubungkan dengan teori Edward III, 

dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan 
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Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang adalah merupakan faktor 

yang bersifat pendukung dalam implementasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang. hal ini sejalan dengan pemikiran Edward III yang 

mengatakan informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar 

pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, 

kelompok sasaran kebijakan agar apa yang menjadi tujuan dan sasasaran 

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Informasi merupakan faktor penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua 

bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan 

kebijakan/program serta bagi pelaksana hams mengetahui tindakan apa yang 

harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada 

peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat 

pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. 

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki 

konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana 

tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. 

4.2.2. Sumber Daya (Resources) 

Dalam pelaksanaan penatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang, 

tidaka terlepas dari dukungan ketersedian sumber daya kebiajakan. Berdasarkan 

hasil penlitian dilapangan dapat diketahui bahwa suber daya kebiajakn yang 

mempengaruhi implementasi kebiajakan penatan Pedagang Kaki Lima di 

Kecamatan Sintang adalah meliputi : sumber daya aparatur pelaksana kebijakan, 

sumber daya peralatan dan sumber daya anggaran. 
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Sumber daya aparatur pelaksana kebijakan dapat dikatakan merupakan 

salah satu faktor pendukung implemantasi kebiajakan penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang, hal ini dapat dilihat dari kesiapan aparatur pelaksana 

kebijakan, yang baik secara kuantitas maupun secara kualitas telah sesuai 

kompetensinya untuk memgimplentasikan kebijakan penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang. 

Berkaitan dengan ketersedian sumber daya manusia aparatur pelaksana 

implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 

yaitu berhubungan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Kabupaten Sintang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dapat 

dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 tentang komposisi pegagawai berdasarkan 

jumlah, status kepegawaian dan tingkat pendidikan di Dinas Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang Tahun 2015 berikut ini: 

Tabel 4.7. Komposisi Pegagawai Berdasarkan Jumlah, Status Kepegawaian Dan 
Tingkat Pendidikan Di Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang Tahun 2015 

No Status Kepegawaian Tingakat Pendidikan 
Jumlah 
(Orang) 

Pasca Sarjana (S2) 10 

Sarjana (S 1) 17 
1. Pegawai Negeri Sipil Dipeloma 3 

SMA 12 
-

SMP 3 

2. Sarjana (S l) l 
Pegawai Honorer Dipeloma 1 

SMA 6 

Jumlah 53 

Sumber : Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Sintang, Maret 2016 
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Tabel 4.8. Komposisi Pegagawai Berdasarkan Jumlah, Status Kepegawaian Dan 
Tingkat Pendidikan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 
Tahun 2015 

No Status Kepegawaian Tingakat Pendidikan 
Jumlah 
(Orang) 

Pasca Sarjana (S2) 6 

l. Pegawai Negeri Sipil Sariana (Sl) 19 
SMA 33 
SMP 2 

2. Pegawai Honorer Sarjana (S 1) 1 
SMA 13 

Jumlah 74 
Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, Maret 2016 

Berdasarkan data kepegawaian pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 tersebut, 

dapat dikatakan jika ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya 

Manusia yang terdapat di dua instansi pelaksana atau implementor kebijakan 

penataan Pedantang Kaki Lima di kecamatan Sintang dalam hal ini Dinas Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dapat dikatakan sudah memadai. Sejalan 

dengan hal tersebut, hasil wawancara peneliliti dengan Kepada Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Sintang, mengatakan 

bahwa secara kualitas dan kuantitas dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

UKM dan Koperasi Kabupaten Sintang sebagai bagian dari implementor 

kebijakan penatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang sudah siap dan 

dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang juga 

menunjukan hal yang sama dengan dengan Kepada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Sintang, dimana dikatakannya 

bahwa jumlah personil atau pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
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Sintang sudah siap dan mampu melaksanakan penegakan peraturan perundang­

undangan khususnya peraturan daerah yang berhubungan dengan penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang umumnya dan Kecamatan Sintang 

sebagai ibukota Kabupaten Sintang khusunya. 

Sumber daya yang menjadi kendala dal~ kebijakan penataan PKL di 

Kecamatan Sintang berkaitan dengan sumber daya peralatan dan sumber daya 

anggaran. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa sumber daya peralatan 

yaitu berhubungan dengan tempat atau fasilitas yang dapat disediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sintang guna penempatan PKL masih terbatas atau belum 

sesuai dengan kebutuhan. Kenyataan ini dapat terlihat dari lokasi atau tempat 

yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk relokasi PKL di 

Kecamatan Sintang hanya 2 (dua) lokasi saja dan hanya mampu menampung 100 

PKL, sedangkan jumlah PKL yang menempati lokasi yang di larang di Kecamatan 

Sintang pada tahun 2014 terdapat 290 orang yang tersebar di 13 lokasi 

sebagaimana tersaji pada tabel 1.1 di bab I di depan. 

Berdasarkan basil observasi di lapangan, j ika melihat keberadaan PKL 

yang berjumlah 290 orang yang menempati lokasi yang dilarang, apabila 

direlokasikan dengan melihat daya tampung tempat relokasi yang di sediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sintang, paling tidak di perlukan 3 (tiga) lokasi baru yang 

semestinya di siapakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk relokasi PKL 

yang terdapat di Kecamatan Sintang. 

Hasil wawancara dengan Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM 

dan Koperasi Kabupaten Sintang, diketahui bahwa pada dasarnya Pemerintah 
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Kabupaten Sintang telah merencanakan lokasi barn untuk penempatan PKL yang 

selama ini beraktivitas atau berusaha pada tempat-tempat yang dilarang oleh 

Pemerintah Kabupaten Sintang. Belum dapat terialisasinya rencana pembangunan 

atau penyediaan lokasi tersebut di sebabakan terkendala dengan persoalan 

terbatasnya anggaran. Dimana anggaran yang diperlukan cukup besar terutama 

berkaitan dengan pembebasan lahan dan pembangunan gedung dan fa<;ilitas 

pendukung lainnya. 

Hasil wawancara dengan para PKL, diketahui bahwa pada dasarnya 

mereka tidak keberatan apabila adanya relokasi tempat usaha bagi mereka, dengan 

persyaratan : pertama, tempat tersebut memenuhi syarat bagi mereka untuk 

melakukan aktivitas usaha; kedua, biaya sewa atau hak guna usaha terjangkau 

bagi mereka. 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. 

Edward III dalam Widodo (2011 :98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas 

dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun 

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para 

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara 

efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. 

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan 

untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Tidak menjadi masalah 

bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya 

komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 
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program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya Komponen 

sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang 

relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan 

sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang 

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, 

serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana 

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia implementor dalam 

implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang, 

berdasrkan basil penelitian dapat dikatakan sudah mememadai, baik ditinjau dari 

segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dapat dikatakan merupakan faktor 

pendukung implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Sintang. Apabila Sumberdaya manusia yang tidak memadahi Gumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempuma 

karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu 

adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. 

Sedangkan sumber daya berupa peralatan atau fasilitas terutama 

berhubungan dengan penyediaan tempat atau lokasi usaha bagi Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan. 

Begitu pula dengan sumber daya finansial atau anggaran dalam penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang masih terbatas, dan kedua sumber 
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daya ini dapat dikatakan merupakan faktor kendala dalam implementasi kebijakan 

penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

Dalam implementasi kebijakan publik semestinya, ketersediaan sumber 

daya anggaran dan peralatan adalah merupakan persyaratan mutlak untuk 

suksesnya implementasi kebijakan tersebut. peralatan atau fasilitas yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program hams terpenuhi seperti kantor, 

peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat 

berjalan. 

Apabila mengacu kepada pendapat para ahli yang mengatakan : setiap 

kantor atau organisasi akan dapat bekerja dengan baik, apabila diberikan 

perlengkapan material yang memadai, dan digunakan seefisien mungkin dengan 

jangka waktu sesuai dengan umur seharusnya dari perlengkapan yang 

bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan, sarana dan prasarana 

merupakan hal yang penting karena jika tidak dipenuhi maka para pegawai akan 

malas dan kurang bergairah untuk bekerja, sehingga tujuan oraganisasi tidak akan 

tercapai. 

4.2.3. Disposisi (Dispositions) 

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang, salah satu faktor penentunya adalah berkaitan dengan 

disposisi atau sikap aparatur pelaksana kebijakan (implementor). Sikap 

implemntor ini berkaitan dengan komitmen, kemauan, dan keinginan dari 

implementor untuk mewujudkan pencapaian tujuan kebijakan publik tersebut. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kepada Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Sintang, terutama dari 

unsuk implementor kebijakan, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang 

secara serius dan memiliki komitmen yang kuat untuk penataan Pedagang Kaki 

Lima terutama yang terdapat di Kecamatan Sintang. Ada 3 (tiga) alasan yang 

menjadi dasar dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

Alasan pertama, Kecamatan Sintang merupakan satu-satunya kecamatang 

yang terdapat di ibukota Kabupaten Sintang dan sekaligus merupakan ibukota 

Kabupaten Sintang. Sebagai ibukota Kabupaten, sudah sepantasnya Kecamatan 

Sintang memiliki penataan wilayah yang lebih baik sebagai rujukan atau tulok 

ukur bagi pembangunan dan pengembangan penataan wilayah bagi kecamatan­

kecematan lainnya yang terdapat di Kebupaten Sintang. Alasan kedua, penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang merupakan suatu keharusan, yang 

merupakan wujud nyata dalam mendukung konsep Sintang Kota BERSEMI ( 

bersih, Sehat, Menawan dan Indah). Alasan ketiga, adalah dalam rangka 

mempersiapkan Kecamatan Sintang sebagai Kota Maju yang tidak hanya sebagai 

pusat Pemerintahan (Provinsi dan Kota) malainkan sebagai pusat Perdagangan, 

Pendidikan dan Wisata. 

Apabila melihat kenyatan di lapangan, maka dapat dikatakan Pemerintah 

Kabupaten Sintang sangat serius dalam penatan Pedagang Kaki Lima, hal ini juga 

terlihat dari berbagai upaya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten 

Sintang. Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang, mengatakan upaya kebijakan 
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tersebut, baik menyangkut regulasi kebijak~ maupun upaya persuasif dan 

represif pembinaan para Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kecamatan 

Sintang. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari 

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan mengalami banyak masalah. 

Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan ; 

kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program 

kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para 

pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka 

menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan 

menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat 

pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. 

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini 

adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana 

dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan 

daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. 

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para 
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pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam 

melaksanakan kebijakan atau program. 

Dakam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di 

Kecamatan Sintang, sikap implementor dapat dikatakan merupakan faktor 

pendukung yang berperan besar. Hal ini dapat terlihat dari komitmen dan kerja 

keras dari para implementor untuk menjalankan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataaan Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Sintang, sebagai regulasi hukum yang menjadi petunjuk teknis bagi 

para implentor untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima yang 

terdapat di Kecamatan Sintang. 

4.2.4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 

Menurut Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi 

Kabupaten Sintang, dalam perumus kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melibatkan semua Steakho/ders yang ada 

termasuk para Pedagang Kaki Lima. Keterlibatan Pedagang Kaki Lima dalam 

perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sintang, menurut subyek penelitian adalah dalam rangka untuk memberikan 

kedasaran kepada Pedagang Kaki Lima dalam melakukan aktivitas usahanya agar 

sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang. 

Dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang, tentunya dilakukan dengan berbagai strategi 

kebijakan. Berdasarkan basil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala 
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Satpol PP Kabupaten Sintang, strategi yang di tetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima adalah pertama 

melakukan koordinasi lintas instansi yang terkait dengan penataan pedagang kaki 

lima yaitu, BAPPEDA Kabupaten Sintang, Bagian Tata Pemerintah Kabupaten 

Sintang, Dinas Perindustrian Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sintang, Kantor Kebersihan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Camat Sintang, 

Lurah-lurah yang berada dalam di Kecamatan Sintang dan LSM; dan strategi yang 

kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan 

Pedagang Kaki Lima adalah dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan 

lansung terhadap Pedagang Kaki Lima 

Startegi pendekatan kepada PKL dilakukan dalam rangka untuk 

meningkatkan partisipasi PKL. Pertisipasi Pedagang Kaki Lima merupakan salah 

satu masukan pembangunan guna mendukung cita-cita pembangunan, partisipasi 

merupakan hak clan kewajiban masyarakat dalam hal ini PKL dalam 

menyukseskan jalannya pembangunan. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima 

yang ada di Kecamatan Sntang, tentunya memerlukan partisipasi atau 

keterlibatatan para Pedagang Kaki Lima. 

Hasil penelitian di lapangan, menunjukan bahwa partisipasi Pedagang 

Kaki Lima diperlukan dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan 

penataan Pedagang Kaki Lima Partisipasi PKL menurut implementor kebijakan, 

diperlukan dengan alasan, Pedagang Kaki Lima adalah merupakan sasaran atau 

objek dari kebijakan penataan, dan disisi yang lain para Pedagang Kaki Lima 
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adalah merupakan subyek atau individu yang mempunyai kepentingan, harapan, 

dan gagasan-gagasan dalam suatu komonitas sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL, partisipasi dari 

Pedagang Kaki Lima dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan belum optimal 

atau belum semuanya aktif. Menurut subyek penelitian, partisipasi Pedagang Kaki 

Lima ini masih berupa sumbang saran dan protes berkaitan dengan tempat yang 

layak berkaitan dengan relokasi untuk mereka melakukan aktivitas jusahanya .. 

Menurut Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan 

Koperasi Kabupaten Sintang, sumbang saran yang di sampaikan oleh para 

Pedagang Kaki Lima lebih merupakan suatu keinginan dari Pedagang Kaki Lima 

untuk bisa berjualan atau melakukan aktivitas usaha-usahanya di tempat strategis 

seperti dipusat-pusat perbelanjaan yang dikunjungi atau dilewati oleh konsumen 

atau masyarakat, sedangkan protes yang dilakukan pedagang kaki lima kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk memindahkan tempat usaha mereka 

pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, tingkat partisipasi 

Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima 

yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih dalam bentuk 

partisipasi dalam tuntuan, sedangkan partisipasi dalam bentuk dukungan terhadap 

kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang belum begitu kelihatan. 

Membabas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-
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po1a hul)ungan .Yang terj~di bc:T1lang-ul:lng dafarn b~d~n-l)adan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Knordinasi merupkan faktor yang sangat dominan di da!am kehidupan 

suatu onrn111sas1. u1en Karena nu. Kooramas1 narus secara 1erus-menerus 

ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organ1sas1 secara optimal. 

Stbauairnana diketahui bah~wi se1ian individll-individu d.cin on.>rmisasi memiliki 

tuJuan. urnuK mencapa1 LUJuannya, orang-orang arnu oag1an-oagrnn yang 

tergabung di dalam organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian 

tu_iuan. mc!akukan koordinasi. Pada kc!!:iatan vanL' !cbih luas dan kompleks 

1-.oorJinasi ini semakin meniaJ; ~1enlin~. mengiilgat dalam era ~lvbalisasi tidak 

satupun unit kerja atau organisasi yang dapat mencapai tujuan tanpa melakukan 

. . . 
Konrom:;is1 oengan mm Kena '.':1n12 1arn. 

Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki 

karakteristik khusus. Kadarmo. Suganda dan Supono (2001:6) "karakteristiknya 

ar;tara la!n harus adanva inte12rasi sert:l :-inkmnisasi atau adanya keterpaduan, 

kchannonisan. sena arai1 vaiw. sama··. Femin!.!:nva K.oorciinasi m1 a2ar ornanisasi 

dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa tujuan organisasi 

::hr:· !.:::crrpai scrta dalam pencapaiannya dimanfaatkan semua sumber daya 

. . . 

secara nemm aan eKonom1s. 

Supono (2001: 11) menyatakan koordinasi dalam suatu or2.an1sas1 dimaksudkan 

agar organisasi dapat : 1 ). Membangkitkan kcsadaran pada setiap orang dan setiap 
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"'"1-v:>iPr hah'\·.-, l-,~,-Jnrlnk"n flJJl0°J. ,.J_,n n<>k.-~fj
0 "'"'"D\'a berka1"t"l' dCflO"fl kedudukan ......... , ... ":.1....,. • ... .. ..._ 1,..._,.._.._ ... ...__.. .... 1 (J ~ • b'' lJ._1_,, t...., ...., LJ..U.11 • l..(,.l J. 0 u ., 

fungsi, dan pekerjaan pihak lainnya, sehingga merasa bahwa kedudukan, fungsi, 

dan pekerjaannya tidak lepas dari yang lain; 2).Memelihara dan mengembangkan 

saling pengerti~!1 di antara para pejabat di dalam organisao;;i, sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran bahwa dirinva memerlukan bantuan oihak lain dan 

sebaliknya dirinya memerlukan bantuan pihak lain, sehingga timbul semangat 

kcr13s3ma da~am DCk~ksana-:in !uL1:3S ~2sint!-rnasin2: 3 ). T\11cmclihara dan 

mengembangkan semangat persatuan pada setiap orang, karena tugas dirinya dan 

tugas pihak lain di dalam organisasi merupakan bagian-bagian dari tugas yang 

khih besar_ schingga sdiHp tugas bcrkaitan ._'rat dan P'-'laksanaannya pcrlu saling 

memlukun11: 4). Menumhuhkan s1kan nara neiaksana unluk mematulu oeraturan - - - - -

yang mengatur hubungan kerja antar unit organisasi dan antar organisasi dalam 

Berdasarkan hasil 9enclitian mcnunjukan bahwa struktur birokrasi dalam 

implementasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 

telah •1:clihatkan hcrhagai ;.,<.:tasi tcrkait dan bcrbagai stakeholder yang 

berhubungan dengan Penataan Pi.'.dagang Kaki Lima di Kecarnatar, Sintang. Hal 

ini terlihat dari berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan. Rancangan proses 

Langkah sos1allsas1 sengaJa d1iakukan sebelum rancangan menjad1 kb1h matang 

sebagai sebuah prosedur pelayanan yang baku. Pendekatan seperti ini memang 

Japat ikut serta Jalan1 implementasi kebijakan publik. 

42235.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



60 

!mnlementor kcb!iakan ncnataan Pcdairnnr Kaki I .ima berasal dari 

beberapa instansi yang berbeda yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sintang. Situasi semacam ini menuntut adanya koordinasi lintas instansi yang 

tcrkait. schingga sccarn kcseluruh.:rn proses i•!1plcmentasi kebijakan scla1u berjalan 

tertib dan lancar. Koordinasi dilakukan dernrnn cara dialo2 a2ar dineroleh 

komitmen yang murni. Hasil koordinasi berupa kecepatan pasokan dan kecepatan 

layanan. 
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5.1. Kt:simoulan 

BAB V 

PENUTU P 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, maka dapat 

ditarik kesimoulan babva da!a::1 imolementasi kebiiabn nenataa!! Peda!..'an!..' K'.l~~i 

Lima di Kecamatan Sintarnz. di oem!aruhi oleh emnat faktor vaitu faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap aparatur dan struktur birokrasi: 

L Komunikasi merunakan faktor oendukum! dalam imnlementasi kebiiak:rn 

penataan Pedagang Kak1 Lima di Kecarnatan Sintanl'. Komurnkas1 d1lakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait yaitu Dinas 

Perindustrian. Pcrda~amr:m. Koncrasi d;:in l JK !\1. dan Satirnn Pnlisi Pnmn1w 

Praja Kabupaten Sintang dalam bentuk sosialisasi, pcmhinaan dan penegakan 

aturan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

2. Dalam imnlern:cntasi kchi!aLn: ncnataan Pedaranp Kak! ! ,ima di Kccamatan 

Sintang sumber daya manusia aparatm !ldabaoa kebijaka11 ~uJaii 111e1nadui 

dan merupakan faktor pendukung, sedangkan sumber daya peralatan berupa 

sarana aan nras2r:.m:i ~mrnK. 1--1\.L aan anggaran masih terbatas schinggga dapat 

dikatakan seba1rni faktor kendala. 

3. Disposisi atau sikap aparatur dalam implementasi kebijakan penataan 

Pedagang Ka.l:i Lima di Kecamatar1 Sintang memiliki knmitrnen yang kuat 

untuk penataan Pedagang Kaki Lima. Komitmen tersebut. di\\'U_iudkan dalam 

bentuk penegakan regulasi kebijakan, upaya persuasif dan represif pembinaan 

para Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kecamatan Sintang. 
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4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki 

Lima di Kecamatan Sintang dapat dikatakan sudah baik hal ini terlihat dari 

dilaksanakannya koordinasi lintas instansi terkait dan berbagai stakeholder 

yang berhubungan dengan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

Sintang. 

5.2. Saran 

Berdasarkan atas hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

di depan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang 

kaki lima khususnya yang berada di Kecamatan Sintang, sebaiknya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memperhatikan sebagai aspirasi yang 

datang dari masyarakat luar dan para Pedagang Kaki Lima, hal ini dalam 

rangka untuk efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan Penataan 

Pedagang Kaki Lima ke depan, khususnya yang berada di Kecamatan 

Sintang. 

2. Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang pada masa yang 

akan datang sebaiknyaa Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat 

mengalosasikan dana sesuai dengan kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana penempatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat mempertahankan 

sikap aparatur dalam implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima 

42235.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



63 

di Kecamatan Sintang yang memiliki komitmen kuat untuk penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

4. Struktur birokrasi yang sudah baik dapat dilaksanakan secara kosisten di 

masa yang akan datang guna cfektivitas dalam implementasi kebijakan 

penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 
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L:Hn pi ran : 

Gambar I : Kegiatan Sosialisasi PKL oleh Dinas Perindutrian,Perdagangan. 
Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang 

----"""'~~~ ~ 

Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi PKL oleh Satatuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten ~intang 
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K ...: c ~ Jtan Pcnertiban PKL oleh Satatuan Polisi Pamong Pr~ja 

Kabupaten ~tntang 

, .. 
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Gambar 4 K ~giatan PKL Di lokasi yang disiapkan Pemerintah Kabupaten 
::::i1mang 
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PEDOi\lAN WAWANCARA 

Ditujukan kepada Kevada Dinas Perindustrian. Perdagangan. UKM dan 
Koperasi Kabupaten :-imwng 

69 

I. Kehiiak.an apa saia van~ Jilakuk.an oleh Ferm:rintah Dacrah Kabupaten 
Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sintang? 

2. Apakah \..ebiiakan penat:um Pt>rin15an2 K:lki 1 imil ocm:1h <ii<>osi!!<:::i.;;ibn atm.1 
dikomunikac;ibn kenada Pedai.rnnfl Kaki I .ima cli Kecamatan Sinhnp? 

3. Bagaimanakah proses kegiatan komunikasi yang dilakukan olch pcmcrintah 
daerah Kahnpaten Sintang dalam implementasi kebijakan penataan PKL di 
Kecamatan Sintam: 

4. Bagai.-n~-inaka:. arose-; arnu kegiatan sosiolisasi oeraturan perundang­
unoan2.an van2. oerhubungan dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan di 
Kecamatan Sintani! '! 

5. r)aiam bentuk arm ..;aia ueiakc;::\r.aan sosialisasi pcraturan pcrundang-undangan 
yarnz instasi Baoak lakukan keoada PKL di Kccamatan Sintang? 

6. Dimanakah temna1 kef!iatan <:.ns.ialisac,i neraturnn nernndanQ-undan!!an vang 
instasi Baoak iakukan keoada PKL di KecamaHm "-'int;J11~ ? 

7. Menumt Bapak, apakah prnataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 
sudah ckkt!: · 

8. ttaf!aimanakah kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur di Instansi yang 
Bapak pimpin sebagai impiementor kebijakan penataan PKL khususnya di 
Kecamatan SintanQ ? 

9. Da?aimanakah kesiaoan Pemda Sintang da!am pen..,·edi~i.an tcmoat usaha bagi 
PKL yanjl bcraktivitas di lokasi yam!" clilaran2: oleh Perr,da Sintang? 

10. Bagaiinanaiulh k.t::~edusan arau i...onuunen oemda Sintan!! dalam 
impiememasi Kebiiakan Penataan PKL khususnva di Kecamatan SintanQ:? 

11. Dalam imolementasi kebiiakan berkaitan denllan oenataan Peda~anl! Kaki 
Lima di Ke~amatan Sintang. kntunva dilakukan dengan berbagai strategi 
kchijakan.Strategi kehijakan apa saja yanQ dilakukan oleh Pemda Sintang? 

12. Dalam oenataan Pc<lae:mg Kaki Lima di Kecamatan Sin!an~. apaknh pihak 
bapak pemah mendapatkan, kritikan atau sumbam! saran dari para PK L ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Ditujukan kepada Kepalu Satpol PP Kabupaten Sintang 

1. Kebijakan apa saj<l yang dilal. nbn oleh Peml'rintah D<wr;ih Kabuoaten 
Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintan!! ? 

2. Aoakah kebiiakan penataan Pedaeane: Kaki Lima oernah disosilisasikan 
atau dikomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 

3. Bagaimanakah proses K.:::..>iatan komunikasi yang dilakukan olch 
pemenman oaeran Katuoatcn ~intan!l dalam implementasi kebijakan 
penaraan t't-.J, 01 t\.ecamatan :-imtam.! ! 

4. B:~gaimanakah nwscs atau kc!liatan sosialisasi peraturan pcrundang­
unoangan yang berhubungan dengan Pedag:an!! Kaki Lima dilakukan di 

5. Dalani bcntuk apa sa_ia pciaksanaan sosialiS3si Pernturan 
Undan12:an vang instasi Bapak lakukan kepada PKL di 
SintanQ? 

Perundarn,!­
Kecamatan 

6. Dimanakah tempat keQiaran sosi~!!sasi permuran perundang-undangan 
yang. instasi Baoak lakukan keoada PKL di Kecamatan Sinlang? .. 

7. Dalam oenata~n Peda.P.ane Ka!d Lima di Kccamatan Sintanl?.apakah 
pernana aiiai.::!1ic,~n oemuongtrnrar. Icrnaar; iempm usana Pi'-. L ·.: 

8. Menurut Bapak, apakah pcnalaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 
Sintant! sudah etekt!::- ·~ 

9. Bal!aimanakah kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur di Instansi yang 
Bapak pimpin sebagai implementor kebijakan penataan PKL khususnya di 
Kecamatan Sintan!! ? 
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PEDOMAt~ \VA WANCARA 

Ditujukan kepada Kepa/a Satpol PP Kabupaten Sintang 

Apakah Bapak/lbu/Sdr mengetah11i kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang? 

1. /\pakah kcbijakan pcnataan Pcdagang Kaki Lima pemah disosilisasikan atau 
dikomunikasikan keoada Baoak/Ibu/Sdr ? 

2. Instansi ana c;aia yang mclaknbn wsia\isasi/ komunikasi mengenai kebijakan 
penaraan t'u kepada Uapak; Jbu1Sdr ? 

3. Dalam bentuk apa saia oclaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
yan¥ dilakukan Pcmda Sintang ? 

4. Dimanakah ternpat kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 
dilakukan Pt:rnda Sintan!! '? 

5. Menurut Baoak/lbu/Sdr. apakah penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 
Sintan!! sudah efd:~'."" 

6. Anakah Raoakilbu/Sdr siap jika dirclokasikan I dipindahkan ketempat yang 
discdiakan oleh Pemda Sintan untuk berjualan? 
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PEDOMAN OBSERV ASJ 

Keterangan 
Aspek 

Tidak .llh \ Ada \ Tdk Ada ya 

l ----- +------l--- --

Kesiapan Pemda Sintang dalam implementasi 

kebijakan penataan PKL~i Kec._?in~~n~--­
Kegiat<in Kornunikasi/Sosia!isasi kebijakan 

1 I l 
l penataan PKL di Kee. Sir.tang ----- ---- --- - ---- - ~----------+---+---+-----+--~f------i 

Rentuk K<~gi:.t.:;;-, Kc~;unik . .,r,j/Sosialisasi kebijakan 

penat :i.1n ~KL di_Kec. Sintang _ _ _ 
1----+-'--

4. Tempat Komunikasi/Sosialisasi kebijakan penataan 
PKL di k'~c. Sintang 

t----+--~- ----- -- ----- -

-_---r- -------+------~- ----== 
s. !si ticln m!:'uia K,,.giatan Komunikdsi/Sosialisasi 

_ 1_ k_e_l)iiakan oe11~~aan_PKL (ji Kec~_?i_ntan~g-----+----+----+-----+----+----i 
6. : Ke.,iapan SDM implementor kebijakan penataan 

I P:~;~kK;~~~~~;:~rPKL __ -_-_-___ - _-_-__ --_--_+[_--_--+---------f-----------f-----_----+--------_----1--

ernpat aktivitas PKL ! , I 
\ 9 : :~~:.~t Kt>giatan Usaha yang disediakan Pemda I I 

\ 10. : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Tempat j 
i l Kegiatan Usaha yang disediakan Pemda Sintang l 
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Transkrip Hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

1. Pertanyaan : 
Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam 
penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang melalui instansi terkait telah 
melakukan berbagai upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 
Sintang. Kebijakan yang telah di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan 
dengan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang meliputi kegiatan: 
a. Pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima: 
b. melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan tentang aturan dengan 

arti penting ketertiban dan keamanan; 
c. melakukan penertiban dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima; 
d. melakukan pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima; 
e. pelakukan pembongkaran terhadap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pertanyaan : 
Apakah kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pemah disosilisasikan atau 
dikomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang? 
Jawaban Kepala Dinas: 
ya, kebijakan menegenai Pedagang Kaki Lima dalam hal ini yaitu peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima telah di komunikasikan kepada 
Pedagang Kaki Lima 

3. Pertanyaan : 
Bagaimanakah proses kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Sintang dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Pelaksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi 
Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
yang berkaitan dengan pengeloalaan Pedagang Kaki Lima dan Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sintang kepada para PKL yang terdapat di Kecamatan Sintang. Kegiatan 
sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima yang merupakan target group adalah 
merupakan suatu kegaiatan yang harus dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka memberikan pemahaman dan 
pengertian kepada para Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. 

4. Pertanyaan: 
Bagaimanakah proses atau kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pedagang 
Kaki Lima dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan. UKM dan Koperasi 
Kabupaten Sintang yang berkerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Huk.um Setda 
Sintang, Satpol PP Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kecamatan Sintang. 

1 
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5. Pertanyaan: 
Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang instasi 
Bapak lakukan kepada PKL di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Pelaksanaaan Sosialisasi dilakukan dalam dua bentuk: pertama, penyebaran informasi 
melalui media massa seperti koran dan radio dan media lainya seperti spanduk dan lain -
lain; dan kedua, dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan langsung kepada Pedagang 
Kaki Lima. 

6. Pertanyaan : 
Dimanakah tempat kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang instasi Bapak 
lakukan kepada PKL di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Tempat sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan 
Koperasi Kabupaten Sintang terhadap Pedagang Kaki Lima dilaksanakan dibeberapa 
tempat, khusus sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dilaksanakan dengen bebeberapa 
cara: pertama, mendatangi secara langgsung PKL tersebut secara satu persatu dengan 
menyampaikan peraturan perundang-undangan yang ada; kedua, dengan mengumpulkan 
para PKL pada tempat yang telah di tentukan seperti pasar jujung buih dan pasar masuka. 

7. Pertanyaan : 
Menurut Bapak, apakah penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang sudah 
efektif? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di 
Kecamatan Sintang, dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif, 
terutama berkaitan dengan kebijakan pembongkaran bangunan tempat usaha Pedagang 
Kaki Lima dan upaya untuk memindahkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima ke tempat 
yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Belum efektifnya kebijakan 
penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang 
juga sesuai dengan observasi peneliti terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan 
usahanya di tempat-tempat yang dilarang oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Sintang, 
seperti yang terlihat dikawasan Pasar Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. 

8. Pertanyaan : 
Bagaimanakah kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur di Instansi yang Bapak pimpin 
sebagai implementor kebijakan penataan PKL khususnya di Kecamatan Sintang? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Secara kualitas dan kuantitas dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan 
Koperasi Kabupaten Sintang sebagai bagian dari implementor kebijakan penataan 
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang sudah siap dan dapat melaksanakan tugas dan 
fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

9. Pertanyaan : 
Bagaimanakah kesiapan Pemda Sintang dalam penyediaan tempat usaha bagi PKL yang 
beraktivitas di lokasi yang dilarang oleh Pemda Sintang? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Pad.a dasarnya Pemerintah Kabupaten Sintang telah merencanakan lokasi barn untuk 
penempatan PKL yang selama ini beraktivitas atau berusaha pada tempat-tempat yang 
dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Belum dapat terialisasinya rencana 
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pembangunan atau penyediaan lokasi tersebut di sebabkan terkendala dengan persoalan 
terbatasnya anggaran. Dimana anggaran yang diperlukan cukup besar terutarna berkaitan 
dengan pembebasan lahan dan pembangunan gedung dan fasilitas pendukung lainnya. 

10. Pertanyaan: 
Bagaimanakah keseriusan atau komitmen pemda Sintang dalam implementasi Kebijakan 
Penataan PKL khususnya di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Pemerintah Kabupaten Sintang secara serius dan memiliki komitmen yang kuat untuk 
penataan Pedagang Kaki Lima terutama yang terdapat di Kecamatan Sintang. Ada 3 (tiga) 
alasan yang menjadi dasar dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penataan 
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. Alasan pertama, Kecamatan Sintang 
merupakan satu-satunya kecamatang yang terdapat di ibukota Kabupaten Sintang dan 
sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Sintang. Sebagai ibukota Kabupaten, sudah 
sepantasnya Kecamatan Sintang memiliki penataan wilayah yang lebih baik sebagai 
rujukan atau tulok ukur bagi pembangunan dan pengembangan penataan wilayah bagi 
kecamatan-kecematan lainnya yang terdapat di Kebupaten Sintang. Almwn kedua, 
penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang merupakan suatu keharusan, yang 
merupakan wujud nyata dalam mendukung konsep Sintang Kota BERSEMI ( bersih, 
Sehat, Menawan dan lndah). Alasan ketiga, adalah dalam rangka mempersiapkan 
Kecamatan Sintang sebagai Kota Maju yang tidak hanya sebagai pusat Pemerintahan 
(Provinsi dan Kota) malainkan sebagai pusat Perdagangan, Pendidikan dan Wisata. 

11. Pertanyaan : 
Dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima di 
Kecamatan Sintang, tentunya dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan.Strategi 
kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemda Sintang? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Strategi yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang 
Kaki Lima adalah pertama melakukan koordinasi lintas instansi yang terkait dengan 
penataan pedagang kaki lima yaitu, BAPPEDA Kabupaten Sintang, Bagian Tata 
Pemerintah Kabupaten Sintang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi 
Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Kantor Kebersihan dan 
Kebakaran Kabupaten Sintang, Camat Sintang, Lurah-lurah yang berada dalam di 
Kecamatan Sintang dan LSM; dan strategi yang kedua yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima adalah dengan cara 
melakukan pendekatan dan pembinaan lansung terhadap Pedagang Kaki Lima. 

12. Pertanyaan : 
Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang, apakah pihak bapak pernah 
mendapatkan, kritikan atau sumbang saran dari para PKL ? 
Jawaban Kepala Dinas : 
Ya, para PKL ada yang menyampaikan sumbang saran.Sumbang saran yang di sampaikan 
oleh para Pedagang Kaki Lima lebih merupakan suatu keinginan dari Pedagang Kaki Lima 
untuk bisa berjualan atau melakukan aktivitas usaha-usahanya di tempat strategis seperti 
dipusat-pusat perbelanjaan yang dikunjungi atau dilewati oleh konsumen atau masyarakat, 
sedangkan protes yang dilakukan Pedagang Kaki Lima kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sintang untuk memindahkan tempat usaha mereka pada tempat yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
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Transkrip Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang 

1. Pertanyaan : 
Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam 
penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang? 
Jawaban Kepala Satpol PP : 
Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang Kaki 
Lima di Kecamatan Sintang berupa kegiatan pendataan PKL,Pembinaan PKL, penertiban 
dan pemindahan PKL. 

2. Pertanyaan : 
Apakah kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pemah disosilisasikan atau 
dikomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
ya, Pihak kami bersama-sama instansi terkait lainnya telah melakukan komunikasi kepada 
PKL. Kegiatan komunikasi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
dalam bentuk pembinaaan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pendekatan 
secara persuasif agar Pedagang Kaki Lima secara sadar atau suka rela mau mentaati 
kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Apabila 
pendekatan sesara persuasif tidak dapat dijalankan, maka upaya Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sintang dalam penataan Peda!!anl! Kaki Lima di Kecamatan Sintang adalah 
dengan kegiatan yang secara lebih represifberupa tindakan tegas pembongkaran bangunan 
atau tempat usaha Pedagang Kaki Lima tentunya didasarkan atas dasar ketentuan 
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku 

3. Pertanyaan: 
Bagaimanakah proses kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Sintang dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
Kegiatan komunikasi kamilakukan dalam bentuk sosialisasi Peraturan Perundang­
U ndangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengenai penataan 
Pedagang Kaki Lima dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang kepada para PKL yang 
terdapat di Kecamatan Sintang. 

4. Pertanyaan: 
Bagaimanakah proses atau kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
Kegiatan sosialisasi dilakukan kami bersama-sama instansi terkait lainnya, seperti : Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Sintang dan Pemerintah 
Kecamatan Sintang. 

5. Pertanyaan: 
Dalam bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang instasi 
Bapak lakukan kepada PKL di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
Kegiatan sosialisasi kami lakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan 
yaitu dengan menyamoaikannya secara langsung kepada PKL, dan secara tertulis 
dilakukan dengan penyampaian melalui surat, spanduk, plang pengumuman dlL 
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6. Pertanyaan : 
Dimanakah tempat kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang instasi Bapak 
lakukan kepada PKL di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
Tempat sosialisasi dilakukan di tempat aktivitas usaha para PKL dan di pasar-pasar. 

7. Pertanyaan : 
Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang,apakah pernaha dilakukan 
pembongkaran terhaap tempat usaha PKL ? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di 
Kecamatan Sintang. terutama berkaitan dengan pembongkaran bangunan atau tempat 
tinggal pedagang kaki lima didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 30 
Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Usaha Pedagang yang di tindak lanjuti Dengan 
Surat Bupati Sintang Nomor 510/296/Disperindag/2007 Perihal Penertiban Tempat Usaha 
dan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Sintang dan Surat Bupati Sintang Nomor 
510/324/Disperindag/2007 perihal pemberitahuan ke - 2 Penertiban Tempat Usaha. 

8. Pertanyaan: 
Menurut Bapak, apakah penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang sudah 
efektif? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
Belum begitu efektif, penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sintang dikarenakan : Pertama. aktivitas Pedagang Kaki Lima dilakukan di 
Kecamatan Sintang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama; kedua, jumlah 
Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kecamatan Sintang jumlahnya sudah banyak dan 
selalu bertambah dari waktu kewaktu. sementara lokasi tempat usaha yang terbatas; dan 
Ketiga, tempat usaha yang dijadikan lokasi altematif untuk memindahkan Pedagang Kaki 
Lima berusaha di situ kurang strategis, sehingga para Pedagang Kaki Lima menolak untuk 
dipindahkan kelokasi yang suadah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
terse but. 

9. Pertanyaan : 
Bagaimanakah kesiapan Sumber Daya Manusia Aparatur di Instansi yang Bapak pimpin 
sebagai implementor kebijakan penataan PKL khususnya di Kecamatan Sintang ? 
Jawaban Kepala Satpol PP: 
Secara SOM instansi Kami dapat dikatakan sudah siap, ini dapat dilihat dari jumlah 
personil atau pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang sudah siap dan 
mampu melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan 
daerah yang berhubungan dengan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang 
umumnya dan Kecamatan Sintang sebagai ibukota Kabupaten Sintang khusunya 
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Transkrip Hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima 
1. Pertanyaan : 

Apakah Bapak/lbu/Sdr mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecarnatan Sintang? 
Jawaban PKL : 
Dari keseluruhan PKL menjawab Mengetahui 

2. Pertanyaan : 
Apakah kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pernah disosilisasikan atau 
dikomunikasikan kepada Bapak/lbu/Sdr ? 
Jawaban PKL : 
Dari keseluruhan PKL menjawab ya 

3. Pertanyaan : 
Instansi apa saja yang melakukan sosialisasi/ komunikasi mengenai kebijakan penataan 
PKL kepada Bapak/lbu/Sdr ? 
Jawaban PKL : 
Jawaban PKL meliputi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi 
Kabupaten Sintang, Satpol PP Kabupaten Sintang, Pemerintah Kecarnatan Sintang dan 
Jajaran Kelurahan. 

5. Pertanyaan : 
Dalarn bentuk apa saja pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 
dilakukan Pemda Sintang ? 
Jawaban PKL : 
Para PKL mengatakan sosialisasi yang mereka terima dalarn lisan dan dalarn bentuk 
tertulis. 

6. Pertanyaan : 
Dimanakah tempat kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan 
Pemda Sintang ? 
Jawaban PKL: 
Tempat sosialisasi yang dilakukan Pemda Sintang 
berjualan,dan di pasar yang disediakan Pemda Sintang. 

7. Pertanyaan : 

meliputi ditempat mereka 

Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang 
sudah efektif? 
Jawaban PKL: 
Belurn begitu efektif, karena masih belurn semua PKL dapat berjualan di tempat yang 
disediakan Pernda Sintang. 

8. Pertanyaan : 
Apakah Bapak/lbu/Sdr siap jika direlokasikan I dipindahkan ketempat yang disediakan 
oleh Pemda Sintan untuk berjualan ? 
Jawaban PKL: 
Keseluruhan PKL menjawab, diketah pada dasamya mereka tidak keberatan apabila 
adanya relokasi tempat usaha bagi mereka, dengan persyaratan : pertama, tempat tersebut 
mernenuhi syarat bagi mereka untuk melakukan aktivitas usaha; kedua, biaya sewa atau 

hak guna usaha terjangkau bagi mereka. 
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